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How to Read This Book 
 
 

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran 
dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan, 
administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi. 
Masih ada perdebatan ”dimana batas garis demarkasi internal” 
tatkala  bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya 
konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka 
di dalamnya  termasuk konsepsi pemerintahan.  

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca 
paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca 
buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel  buku ini di bagian 
pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika 
politik,  semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan 
kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di 
pinggir lapangan  sepak bola . 
 
Selamat membaca.  Merdeka!      
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Kemiskinan Lampung dan  
Minimnya Inovasi Pemerintahan 

 

BUDI KURNIAWAN/Media REPUBLIKA/2016  

 
 
 

Muda tidak menjamin kreatifitas dan inovasi dalam 
pemerintahan jika dalam proses pemilihannya mengandalkan 
politik uang. Begitulah yang saat ini terjadi di Lampung. 

Setalah satu tahun menjabat, praktis tidak ada perubahan 
berarti dalam pemerintahan dan pembangunan. Listrik tetap 
sering padam akibat kurang daya, birokrasi masih seperti yang 
dahulu, pembangunan infrastuktur nyaris tidak terdengar, 
kalaupun ada hanya menumpang proyek pembangunan jalan tol 
pemerintah pusat. Kriminalitas masih merajalela bahkan Lampung 
jadi pengekspor "begal motor" ke Provinsi lain. Mengapa stagnasi 
pembangunan bisa terjadi di Lampung padahal Gubernurnya 
adalah sosok muda yang seharusnya lebih inovatif dan kreatif.  

Tesis yang diangkat di tulisan ini bahwa kreatifitas 
pemerintahan tidak akan muncul dalam sistem pemilihan kepala 
daerah yang didasarkan politik uang. 

Sistem politik dimana terjadi diskriminasi didasakan 
kepemilikan kapital nampak nyata terjadi di Lampung. Lampung 
adalah contoh nyata dari extractive political institution dimana 
institusi politiknya didasarkan kompetisi kapital ketimbang visi 
dan misi.  

Naiknya Ridho Ficardo tidak lepas dari sumbangsih dana 
kempanye besar-besaran dari Sugar Group Company.  
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Selama ini masyarakat Lampung tidak pernah tahu siapa 
dan apa kiprah Ridho Ficardo sebelum dia dicalonkan Partai 
Demokrat menjadi calon Gubernur Lampung. Dengan kekuatan 
uang dan blow up media lokal yang juga haus akan uang iklan, 
Ridho Ficardo menjadi sosok bubble political image yakni cepat 
membesar tanpa  track record dan ide besar apa yang ditawarkan. 

Sistem politik lokal inilah yang membuat kesempatan untuk 
tampil di panggung politik mengalami diskiminasi sebagaimana 
tesis Acemoglo dan Robinson ( 2012 ) tentang extractive political 
institution diatas. Sistem politik yang padat modal ini membuat 

Disampaikan dalam diskusi BEM KBM 1 UNILA 16 Oktober 
2015 banyak potensi politisi yang baik seperti Ridwan Kamil dan 
Tri Rismarini tidak pernah muncul ke panggung politik karena 
tidak punya modal politik utama yakni uang. Politik lokal di 
Lampung yang extractive dapat dilihat dari catatan penulis 
tentang pemilukada 2014 yang lalu. Dalam pemilukada 2014 yang 
lalu pertarungan Ridho Ficardo dan Herman HN selain 
pertempuran uang juga pertempuran antara walikota yang punya 
inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan yakni Herman HN 
versus yang tidak punya sama sekali track record dan murni 
kapital yakni Ridho Ficardo. Hasilnya track record yang baik tidak 
cukup untuk mengalahkan kekuatan kapital. Uniknya di 
pemilukada Bandar Lampung2015 ini, Herman HN diusung oleh 
Partai Demokrat yang ketua nya seteru lamanya Ridho Ficardo.  

Ini adalah bentuk "menyerah" nya Herman HN atas 
kekuatan kapital Ridho Ficardo dan kekuatan modal di baliknya ( 
Sugar Group ). Jika politik adalah "tidak ada makan siang gratis" 
lalu apa kompensasi dari 

Herman HN atas "perahu partai" dari seteru lamanya itu ? 
Jawaban dari wawancara baru-baru ini dengan calon kepala 
daerah yang didukung sugar group menarik untuk disimak. Sang 
calon kepala daerah berujar bahwa "Herman tidak akan 
mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Lampung mendatang, 
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yakni pengusaha pembiaya kempanye. Bagi mereka semua partai 
bisa dibeli, dan cukup sisakan partai untuk calon "boneka" agar 
tidak ada calon tunggal. 

Sedangkan bagi mereka yang punya visi misi dam track 
record, jangan dibiarkan tumbuh berkembang, biarkan layu 
dengan memberi suap kepada elite partai. Akibatnya bisa jadi hari 
ini ada "Ridwan Kamil" Lampung, namun dia sudah layu sebelum 
berkembang. Inilah kemudian menjadi penyebab minimnya 
infrastruktur dan susahnya iklim wirausaha yang berdasarkan 
kreatifitas tumbuh di daerah yang sistem politik dan ekonominya 
extractive seperti di Lampung. Kepala daerah tidak dituntuk 
untuk menyediakan itu. Ekonomi di Lampung tidak akan ditopang 
oleh jiwa kewirausaan karena jika ingin jadi wirausaha maka harus 
punya koneksi dengan pemerintahan. Hampir semua pengusaha 
yang lahir dari institusi yang extractive adalah pengusaha yang 
punya hubungan koneksi dengam politisi dan partai politik.  

Akibatnya adalah daerah susah berkembang secara 
ekonomi karena minimnya wirausaha dari rakyatnya. 

Rakyat tidak diberi kesempatan yang sama untuk jadi 
wirausahawan. Sistem ekonominya diskriminatif dan hanya 
melayani mereka yang punya koneksi dengan 

kepala daerah. Jika pun rakyat berwirausaha, maka 
wirausaha yang tumbuh adalah wirausaha informal seperti 
pedagang kaki lima yang tidak membutuhkan koneksi dengan 
pejabat. Padahal salah satu ciri negara yang sejahtera dan maju 
adalah banyaknya jumlah pengusaha. 

Jika kita belajar dari negara maju, maka buku "why nations 
fail" diatas memberi contoh bagaimana seharusnya institusi 
ekonomi dibangun. Negara maju seperti Amerika, Korsel, Jepang 
dan Eropa basis ekonominya adalah wirausaha yang berbasis 
inovasi, teknologi dan kreatifitas. Coba kita cek orang kaya di 
Amerika di majalan Forbes bahwa pengusa seperti Bill Gates, 
Mark Zucerberg, Steve Jobs adalah mereka yang berangkat dari 

kaki sendiri tanpa koneksi dengan gedung putih atau capitol Hill. 
Sedangkan di Meksiko, dimana terjangkiti penyakit extractive 
political dan economic institution, Carlos Slim bisa kaya karena 
dari hasil monopoli perusahaan negara yang kemudian di 
privatisasi dan dibeli oleh Slim karena kedekatan dengan politikus 
Meksiko. Kita tentu tidak tahu apa teknologi ciptaan Carlos Slim. 
Hal yang sama tentu terjadi di Indonesia. Siapa yang tahu apa 
karya orang kaya di Indonesia kecuali inovasi rokok yang semakin 
memisikinkan orang miskin. Jika hari ini Lampung masih ada 
pemadaman Listrik dan jalan yang rusak kemudian berimbas pada 
masih tingginya kemiskinan maka jawabannya bukan karena 
Lampung tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup untuk 
membangun. Tetapi hal itu lebih karena pemimpinnya yang tidak 
inovatif dan kreatif karena memang bagi mereka hal itu tidak 
penting, yang paling penting adalah uang dari pemodal untuk 
terpilih kembali. 

Apakah ini juga terjadi di daerah yang lain ? akan menarik 
jika ada penelitian yang membandingkan institusi politik dan 
ekonomi daerah-daerah di Indonesia sehingga akan tahu subtansi 
masalah kemiskinan daerah dan tepat sasaran arah perbaikan dan 
pembangunanan bangsa ini. Wallahualam 
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Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah 
 

SIMON S. HUTAGALUNG/media lampost.co/2014 

 
 
 

Ketika beberapa partai politik pada beberapa daerah di 
Propinsi Lampung mulai mengerucutkan calon kepala daerah dan 
wakilnya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah 
langsung maka pilkada pun memasuki tahap yang semakin 
menarik. Calon-calon yang dipilih tersebut akan dieksaminasi 
dalam rentang yang lebih luas oleh publik. Pilkada langsung 
dimana masyarakat lokal yang menentukan siapa yang akan 
terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah mulai akan 
melakukan abstraksi terhadap pasangan calon tersebut.  

Masyarakat lokal akan menjadi praktisi politik bagi dirinya 
sendiri. Kalkulasi-kalkulasi mereka mempunyai andil besar 
mengantarkan pasangan calon tersebut untuk sampai ke kursi 
kepala daerah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, para calon 
kepala dan wakil kepala daerah dengan berbagai cara akan lebih 
giat berusaha memainkan bidak-bidaknya untuk menggali 
dukungan masyarakat.  

Beraneka ragamnya karakter masyarakat yang ada di 
daerah akan memengaruhi pola preferensi politik masyarakat 
yang akan diperebutkan suaranya itu. Latar belakang seperti 
etnisitas, status sosial ekonomi dan agama mengkategorisasikan 
pola preferensi politik menjadi yang rasional dan yang emosional.  
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Propinsi Lampung mulai mengerucutkan calon kepala daerah dan 
wakilnya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah 
langsung maka pilkada pun memasuki tahap yang semakin 
menarik. Calon-calon yang dipilih tersebut akan dieksaminasi 
dalam rentang yang lebih luas oleh publik. Pilkada langsung 
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terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah mulai akan 
melakukan abstraksi terhadap pasangan calon tersebut.  

Masyarakat lokal akan menjadi praktisi politik bagi dirinya 
sendiri. Kalkulasi-kalkulasi mereka mempunyai andil besar 
mengantarkan pasangan calon tersebut untuk sampai ke kursi 
kepala daerah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, para calon 
kepala dan wakil kepala daerah dengan berbagai cara akan lebih 
giat berusaha memainkan bidak-bidaknya untuk menggali 
dukungan masyarakat.  

Beraneka ragamnya karakter masyarakat yang ada di 
daerah akan memengaruhi pola preferensi politik masyarakat 
yang akan diperebutkan suaranya itu. Latar belakang seperti 
etnisitas, status sosial ekonomi dan agama mengkategorisasikan 
pola preferensi politik menjadi yang rasional dan yang emosional.  

Dalam konteks demokrasi, tidak ada yang salah dengan 
kedua cara pandang tersebut. Setiap individu berhak memiliki 
perspektif masing-masing.  

Hanya saja bobot dari kedua preferensi tersebut bila 
dibedah secara menyeluruh akan menunjukkan substansi kualitas 
yang berbeda juga dalam hal pandangan tentang pemimpin yang 
ideal bagi mereka. Wawasan politik masyarakat lokal yang variatif 
dalam melihat dan memilih kriteria kepala daerah akan sangat 
menentukan kepemimpinan daerah pada suatu kota/ kabupaten 
tertentu. 

Ada yang akan melihat dulu track record sang calon, mulai 
dari visi dan misi kepemimpinannya, kualitas kredibilitas dan 
integritas moralnya. Ada juga yang hanya karena hubungan etnis, 
agama atau loyalitas terhadap parpol.  

Para politisi daerah yang ulung tentu sadar dengan hal itu 
dan karenanya mereka akan berusaha mengoptimalkan kedua 
jalur pencitraan tersebut untuk membentuk suatu profil yang 
dapat diterima oleh kedua tipologi pemilih tersebut. Hal inilah 
yang memunculkan pertanyaan bagi rakyat, dalam kondisi 
tersebut bagaimana rakyat mesti melihat dan memilih pemimpin 
yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka?.  

 
Kepemimpinan Daerah 

Ajang Pilkada langsung nanti merupakan arena pemilihan 
kepala daerah yang siapapun memiliki kesempatan untuk ikut 
serta asalkan memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan di 
dalam kebijakan tentang Pilkada. Karenanya, jabatan Kepala 
Daerah dan Wakilnya menjadi lahan rebutan berbagai kalangan 
seperti pengusaha, PNS atau mantan PNS, akademisi, mantan 
pejabat militer, politisi bahkan juga pejabat seperti bupati/wali 
kota, sekda, asisten, kepala dinas, atau kepala bagian yang masih 
aktif untuk ikut di dalam proses pemilihan pemimpin daerah itu.  
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Perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh mereka akan 
memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang 
dimiliki oleh invidu tersebut nantinya. Gaya-gaya kepemimpinan 
yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda tersebut juga akan 
lebih efektif bila diterapkan ke dalam lingkungan dan situasi yang 
berbeda-beda. Situasi daerah yang sedang membangun sebagai 
tantangan yang hendak dihadapi oleh seorang calon pemimpin 
pada sebuah daerah tentu saja berbeda dengan daerah yang lain.  

Tantangan di Kota Bandar Lampung berbeda dengan 
tantangan di Lampung Timur, tantangan di Kota Metro juga 
berbeda dengan yang di Lampung Selatan. Umumnya, gaya 
kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan kota yang lebih 
moderat dan memiliki dinamika yang lebih kompleks akan lebih 
sesuai bila dipimpin oleh mereka yang juga memiliki kualifikasi 
tersebut.  

Sementara pada daerah kabupaten yang sedang mengalami 
pembangunan dengan derajat tantangan yang lebih variatif juga 
membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya 
lokal yang ada agar potensi lokal tersebut dapat terarah tanpa 
harus merubah karakter lokal yang ada.   

Bila kita melihat pemimpin dan kepemimpinan dalam 
konteks politik maka pemimpin dapat dijelaskan sebagai keluaran 
(output) dari proses memilih diantara beberapa individu yang 
melalui prosedur tertentu. Sementara kepemimpinan merupakan 
keluaran lanjutan (outcome) dari proses terpilihnya para 
pemimpin tersebut.  

Jadi sebuah proses suksesi kepemimpinan tidak hanya 
berhenti kepada memilih siapa orang nomor satu di daerah 
namun akan terus berlanjut hingga kepada proses-proses 
integrasi si pemimpin dengan kelembagaan yang dipimpinnya. 
Dan dalam hal inilah daya penerimaan (acceptability) atau 
penolakan (disacceptability) akan menentukan bagaimana 
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SBY sebenarnya punya modal yang kuat untuk berani 
mendesak Australia dan menyadarkan publik Australia bahwa 
Indonesia bisa marah jika tetangganya berlaku bak asisten sherif 
di Asia. Tentu saja bahasa konfrontasi seribu persen penting 
untuk bahasa diplomasi bukan saja untuk masalah pribadi. 
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Pengantar 
Saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 (RI 

4.0) yang ditandai dengan lompatan teknologi dalam membantu 
proses produksi, seperti penggunaan robot dan teknologi 
artificial intelligent (AI) yang digunakan di berbagai industri. Hal 
ini mengakibatkan peran manusia semakin berkurang. Dalam 
industri komunikasi, fenomena ini dicirikan dengan meleburnya 
batas antara berbagai jenis media massa konvensional seperti 
surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Media-media 
tersebut, saat ini bisa hadir bersama-sama dalam satu ruangan 
yang difasilitasi oleh teknologi internet. Kehadiran internet telah 
melahirkan era komunikasi baru yang disebut sebagai era 
komunikasi massa individual. Kegiatan ini dikategorikan 
komunikasi massa karena kegiatan itu berpotensi untuk 
menjangkau khalayak yang luas. Pada saat yang sama, pesan yang 
kita sampaikan melalui internet dapat disebut sebagai komunikasi 
individu karena pesan itu kita buat sendiri, kita menentukan 
khalayak, apa yang akan dituju dan sebagai khalayak kita dapat 
secara selektif memilih pesan yang akan kita akses. Kelahiran era 
baru komunikasi massa individual telah menghadirkan tantangan 
baru yang harus diantisipasi. 
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Komunikasi politik 
Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah 

dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam 
darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup (Alfian, 1993). 
Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa 
tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke 
jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemoresan 
itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik.  

Fagen  (1966), mengartikan komunikasi politik sebagai 
segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan 
antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan 
(1999) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. 
Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. 
komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu 
masyarakat. 
Fungsi komunikasi politik adalah:  

1. Memberikan Informasi kepada masyarakat, apa yang 
terjadi di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki 
fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang 
terjadi dalam masyarakat. 

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta 
yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta 
yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang 
objektif yang bisa mendidik mayarakat atas realitas fakta 
tersebut. 

3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung 
masalah masalah politik sehingga bisa menjadi wacana 
dalam membentuk opini publik dan mengembalikan hasil 
opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa 
memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi. 

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah 
dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi 
sebagai anjing penjaga (watchdog) sebagaimana pernah 
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Komunikasi politik 
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Fagen  (1966), mengartikan komunikasi politik sebagai 
segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan 
antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan 
(1999) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. 
Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. 
komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu 
masyarakat. 
Fungsi komunikasi politik adalah:  

1. Memberikan Informasi kepada masyarakat, apa yang 
terjadi di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki 
fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang 
terjadi dalam masyarakat. 

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta 
yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta 
yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang 
objektif yang bisa mendidik mayarakat atas realitas fakta 
tersebut. 

3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung 
masalah masalah politik sehingga bisa menjadi wacana 
dalam membentuk opini publik dan mengembalikan hasil 
opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa 
memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi. 

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah 
dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi 
sebagai anjing penjaga (watchdog) sebagaimana pernah 

terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai Presiden 
Amerika Serikat karena terlibat kasus Watergate. 

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik 
berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu 
agar  kebijakan dan program-program lembaga politik 
dapat disalurkan kepada media massa. (McNair, 2003). 

 
Berdasarkan fungsi komunikasi politik tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa informasi disini memegang peran penting, 
begitu juga ketika komunikasi politik yang terjadi di era revolusi 
industri 4.0, informasi adalah kata kuncinya karena pada dasarnya 
pengaruh informasi yang dibawanya terhadap kitalah yang 
merupakan aspek terpenting. 
 
Tantangan 

Dalam komunikasi politik, keputusan yang diambil 
berdasarkan informasi untuk mencapai tujuan bersama yang 
dikehendaki. Teknologi komunikasi bisa digunakan untuk tujuan 
luhur atau tujuan yang jahat.Begitu juga ketika komunikasi politik 
memasuki revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi 
digital dan internet, maka teknologi tersebut bisa sebagai berkah 
tetapi juga bisa sebagai laknat bergantung bagaimana kita 
menyikapinya. Teknologi dapat memberikan berkah dalam 
komunikasi politik bila ia bisa mencerdaskan dan 
menyambungkan dengan mulus semua bagian dari sistem politik 
sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversi menjadi berbagai 
kebijaksanaan, dalam konteks ini yaitu meningkatkan keefektifan 
komunikasi politik. Akan tetapi bila teknologi menimbulkan 
komunikasi politik yang memunculkankeresahan dan perselisihan 
antarmanusia, maka teknologi komunikasi itu adalah laknat bagi 
kita. Kita dapat sebagai tuan atau korban teknologi komunikasi 
bergantung kepada kemampuan kita untuk menggunakannya 
secara bijaksana sehingga memberikan manfaat yang optimal. 
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Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, melibatkan 
banyak komunikator-komunikator politik. Mereka mermerlukan 
kampanye untuk membentuk personal branding dan 
organizational branding berkaitan dengan kebijakan dan program 
yang ditujukan kepada khalayak sebagai target kampanyenya. 
Kampanye merupakan bagian penting dalam komunikasi politik 
menjelang pemungutan suara. Kampanye dilaksanakan melalui 
beragam saluran dan media komunikasi politik, ini dimaksudkan 
agar dapat mencapai khalayak politik secara luas dan cepat. 

Berkaitan dengan tahun 2019 sebagai tahun politik, akan 
diulas penggunaan beragam media dalam kampanye politik 
maupun dalam mengekspresikan aspirasi dan kepentingan: 

Pertama, di era RI 4.0, masyarakat dibanjiri oleh berbagai 
informasi dari beragam media, terutama media sosial. Tumpah 
ruahnya informasi ini menimbulkan kebingungan, manakah 
informasi yang benar karena tidak semua informasi tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini dunia 
termasuk Indonesia sedang berada dalam era pasca-kebenaran 
(post-truth). Pada era ini fakta tidak terlalu berpengaruh dalam 
membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan 
keyakinanpersonal. Masyarakat seolah didorong mengedepankan 
sisi emosionalnya dalam meyakini kebenaran dari suatu 
informasi. Akibatnya, hal yang bersifat faktual dari informasi yang 
diterima menjadi terpinggirkan. Kondisi seperti ini memuncak 
saat momen politik seperti pada kampanye pemilihan presiden. 
Dalam situasi tersebut, pesan-pesan hoaxatau berita bohong 
menjamur dan mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. 

Kedua, Penggunaan teknologi komunikasi dalam RI 4.0 
yangdidominasi oleh penggunaan media akan membuat perasaan 
terasing, tidak puas, terkucil, dan tidak ada sentuhan pribadi. 

Ketiga, penggunaan kecerdasan buatan (artificial 
intelligent/ AI)  dalam memproduksi berita, yang dikenal dengan 
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Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, melibatkan 
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Berkaitan dengan tahun 2019 sebagai tahun politik, akan 
diulas penggunaan beragam media dalam kampanye politik 
maupun dalam mengekspresikan aspirasi dan kepentingan: 

Pertama, di era RI 4.0, masyarakat dibanjiri oleh berbagai 
informasi dari beragam media, terutama media sosial. Tumpah 
ruahnya informasi ini menimbulkan kebingungan, manakah 
informasi yang benar karena tidak semua informasi tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini dunia 
termasuk Indonesia sedang berada dalam era pasca-kebenaran 
(post-truth). Pada era ini fakta tidak terlalu berpengaruh dalam 
membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan 
keyakinanpersonal. Masyarakat seolah didorong mengedepankan 
sisi emosionalnya dalam meyakini kebenaran dari suatu 
informasi. Akibatnya, hal yang bersifat faktual dari informasi yang 
diterima menjadi terpinggirkan. Kondisi seperti ini memuncak 
saat momen politik seperti pada kampanye pemilihan presiden. 
Dalam situasi tersebut, pesan-pesan hoaxatau berita bohong 
menjamur dan mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. 

Kedua, Penggunaan teknologi komunikasi dalam RI 4.0 
yangdidominasi oleh penggunaan media akan membuat perasaan 
terasing, tidak puas, terkucil, dan tidak ada sentuhan pribadi. 

Ketiga, penggunaan kecerdasan buatan (artificial 
intelligent/ AI)  dalam memproduksi berita, yang dikenal dengan 

robojurnalism yaitu proses produksi berita dan distribusi berita 
dengan menggunakan AI. Salah satu contohnya adalah proses 
personalisasi, dengan AI berita tidak lagi menjadi produksi massal 
tetapi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pembaca. 
Personalisasi berita ini akan menjadi jurnalisme masa depan. 
(https://tempo.co/read/1151536/mengenal-robojurnalism-
perpaduan media-dengan- teknologi-ai/full&view=ok). 

Keempat, salah satu tahapan yang krusial dalam 
penyelenggaraan pemilu adalah ketersediaan informasi yang 
lengkap dan menyeluruh mengenai kandidat pada posisi eksekutif 
maupun legislatif. Masyarakat  ingin memilih kandidat yang 
berkualitas, mulai dari latar belakang, rekam jejak, pencapaian 
sampai ke riwayat hidup.Belum ada wadah khusus untuk 
mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Ketika nilai-nilai RI.4.0 
diterapkan, maka  seluruh data kandidat pemilu dapat 
diintegerasikan ke satu tempat.resmi yang bisa diakses oleh 
seluruh masyarakat sehingga ada keterbukaan informasi. Dengan 
demikian diharapkan terjadi pemberdayaan dan pencerdasan 
pemilih. 

 
Penutup 

Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut 
Revolusi Industri 4.0 (RI  4.0). Robot hadir untuk membantu 
proses produksi dan diprediksi menggantikan manusia. Teknologi 
artificial intelligent (AI) digunakan di berbagai industri, peran 
manusia semakin berkurang. Media komunikasipun tidak luput 
dari pengaruh RI 4.0. Penggunaan media dan informasi yang 
disampaikan dalam komunikasi politik telah menimbulkan 
kekawatiran seperti menjamurnya berita hoax, kemudian 
penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligent/ AI) dalam 
memproduksi berita yang dikenal dengan robojurnalismsehingga 
peran jurnalismulai dikurangi. 
 


